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A. Pengertian-pengertian dalam KUP

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Badan 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
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B. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

1. Kewajiban Wajib Pajak adalah :

a. Mendaftarkan diri

b. Melaporkan usaha

c. Mengisi SPT

d. Membayar atau menyetor pajak terutang

e. Membayar pajak terutang

f. Menyelenggarakan pembukuan
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C. Tahun Pajak

Tahun Pajak adalah : jangka waktu 1 (satu) 

tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama 

dengan tahun kalender. Jangka waktu 1 

(satu) Tahun Kalender adalah jangka waktu 

dari tanggal 1 Januari sampai dengan 

tanggal 31 Desember.
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D. NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

1. NPWP

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. Fungsinya :

-Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak

-Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak 

dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
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E. Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan 

Pelaporan

1. Pembayaran

a. Mekanisme Pembayaran Pajak

1) Membayar sendiri pajak yang terutang

- Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25)

-Pembayaran PPh Pasal 29

2) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak 

lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 

dan 23, serta PPh Pasal 26).

3) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak 

yang ditunjuk pemerintah.
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F. Surat Ketetapan Pajak

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar merupakan surat 

yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 

besarnya sanksi administrasi,  dan jumlah pajak yang 

masih harus dibayar. Fungsi SKPKB :

a. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya.

b. Sarana untuk mengenakan sanksi.

c. Alat untuk menagih pajak
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G. Kelebihan Pembayaran Pajak

Batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan 

paling lama satu bulan untuk :

1. Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB), dihitung sejak tanggal 

diterimanya permohonan tertulis tentang pengembaliankelebihan 

pembayaran pajak;

2. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, 

dihitung sejak tanggal penerbitan;

3. Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 

Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan 

Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, atau 

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dihitung sejak tanggal 

penerbitan;

4. Putusan banding dihitung sejak diterimanya Putusan 

Banding oleh Kantor Direktoral Jenderal Pajak yang 

berwenang melaksanakan putusan pengadilan sampai 

dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran Pajak.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah 

memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per 

bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu (yang telah 

disebutkan sebelumnya) berakhir sampai dengan saat 

dilakukan pengembalian kelebihan.
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H. STP dan Surat Paksa

1. Surat Tagihan Pajak merupakan surat melakukan 
tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau 
denda. Fungsi STP ialah sebagai berikut :

a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang 
menurut SPT wajib pajak.
b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa 
bunga atau denda.
c. Alat untuk menagih pajak
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I. Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali

1. Keberatan

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas 

suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan 

sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal 

pemotongan atau pemungutan kecuali apabila Wajib Pajak dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi 

karena keadaan di luar kekuasaannya. Syarat :

a. Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan 

Wajib Pajak dengan menyebutkan alasanalasan yang jelas.
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J. Pembukuan, Pemeriksaan dan Penyidikan

1. Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 

meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan 

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada 

setiap Tahun Pajak berakhir.

2. Pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak berwenangan melakukan pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib 

Pajak dan tujuan lain, antara lain :

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
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K. Sanksi Pajak

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan 

dalam UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan 

sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu 

angka perkalian dari jumlah tertentu.

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang 

menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung 

berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat 

bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima 

dibayarkan.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Pada sanksi ini jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi 

berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung 

dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak 

kurang dibayar.

2. Sanksi Pidana

Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP 

menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana 

merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak.
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